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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
x 
 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
xiv 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
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2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, NIM: 132121021, “Proses 
Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Penyelesaian 
Perkara Perceraian Ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.” 
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan merupakan penyempurnaan dari peraturan mediasi dalam 
Perma sebelumnya, guna untuk mengoptimalkan mediasi sehingga mampu 
meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama 
Karanganyar merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di 
Indonesia. Di Pengadilan setiap perkara sudah diupayakan untuk mediasi, 
akan tetapi dari 3703 perkara perceraian yang diputus pada tahun 2016-
2018, hanya 767 perkara yang dimediasi dan tidak ada yang berhasil 
mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga penulis akan membahas 
apakah antara praktek mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan Perma, 
dan apa faktor penghambat dalam proses mediasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses 
mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan PERMA No. 1 Tahun 
2016 dan mengetahui hambatan pada proses mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
menganalisis data, penulis menggunakan analisis Miles and Huberman. 
Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar ada yang sudah sesuai dengan Perma, akan tetapi ada 
juga yang kurang sesuai dengan Perma. Seperti tidak adanya penjadwalan 
khusus untuk mediasi, beberapa hakim kurang memaksimalkan tugasnya 
sebagai mediator, dan beberapa para pihak tidak beriktikad baik. Selama 
Peraturan Perma ini dilaksanakan, belum ada mediasi yang berhasil 
mencapai kesepakatan perdamaian. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang menghambat dalam proses mediasi, seperti keterbatasan 
hakim mediator, Para Pihak sama-sama dalam keadaan emosi/panas, 
adanya pihak ketiga, Para Pihak tidak seimbang, dan Para Pihak kurang 
aktif dalam mediasi.  
 
Kata Kunci : Proses, Mediasi, Perkara, Perceraian. 
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ABSTRACT 
 
Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, NIM: 132121021, "The 
Mediation Process at the Karanganyar Religious Court in Divorce 
Case Settlement Judging from PERMA Number 1 of 2016." 
PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the 
Court is an improvement of the mediation regulations in the previous 
Perma, in order to optimize mediation so as to improve the success of 
mediation in the Court. The Karanganyar Religious Court is one of the 
first level courts in Indonesia. In court every case has been tried for 
mediation, but out of 3703 divorce cases that were decided in 2016-2018, 
only 767 cases were mediated and none succeeded in reaching a peace 
agreement. So the author will discuss whether between the practice of 
mediation in the Court is in accordance with Perma, and what are the 
inhibiting factors in the mediation process. 
This study aims to analyze the suitability of the mediation process 
at the Karanganyar Religious Court with PERMA No. 1 of 2016 and know 
the obstacles to the mediation process at the Karanganyar Religious Court. 
This research is a field research with a qualitative approach. Data 
collection techniques use observation, interview, and documentation 
techniques. As for analyzing data, the author uses the analysis of Miles 
and Huberman. 
The results of this study are that the implementation of mediation 
in the Karanganyar Religious Court is in accordance with Perma, but there 
are also some that are not in accordance with Perma. As there is no 
specific scheduling for mediation, some judges are not maximizing their 
duties as mediators, and some parties are not in good faith. As long as this 
Perma Regulation is implemented, no mediation has yet reached a peace 
agreement. This can be influenced by factors that hinder the mediation 
process, such as the limitations of mediator judges, the parties are equally 
emotional / hot, there are third parties, the parties are not balanced, and the 
parties are less active in mediation.  
 
Keywords: Process, Mediation, Case, Divorce. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.2 Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata, 
urusan keluarga, maupun masalah budaya, akan tetapi masalah dan peristiwa 
agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah 
dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan 
petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan 
ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama-lamanya sampai matinya salah 
seorang suami istri.3 
Perkawinan bukan hanya menyatukan dua manusia yang berbeda, tapi 
juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Tujuan 
perkawinan yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat 
tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar 
cinta, dan memperoleh keturunan yang sah.4 Untuk mewujudkan tujuan 
perkawinan tersebut perlu adanya kesadaran antara pasangan suami istri 
                                                                 
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.46. 
4 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014, cet.2), hlm.37. 
2 
 
dalam memahami dan menghargai satu sama lain, dan mengerjakan hak dan 
kewajiban masing-masing sehingga terciptanya sebuah keluarga yang bahagia 
dan tentram. Akan tetapi apabila semua itu tidak dipahami dan dilaksanakan 
dengan penuh kesadaran, akan terjadi adanya konflik dalam rumah tangga, 
baik yang ringan, berat atau bahkan berujung pada perceraian. Angka 
perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik di kota besar 
maupun di kota-kota kecil.  
Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi umat 
Islam yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan 
dapat memberikan keputusan dari permasalahan yang ada dimasyarakat, yang 
meliputi antara lain: perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, dan lain-lain. 
Disamping itu, Pengadilan Agama dalam melaksanakan hukum keperdataan 
sesuai dengan aturan dan norma Islam. Mengenai perkara yang diajukan oleh 
pencari keadilan terhadap hal-hal yang memungkinkan, hakim terlebih dahulu 
mengupayakan perdamaian (is}la>h{),5 untuk menghindari agar setelah hakim 
memutuskan perkara tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. 
Bagaimanapun keputusan hakim yang adil, yang kalah akan merasa tidak 
puas. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-H{ujura@t ayat 10 yang 
menegaskan tentang perdamaian, sebagai berikut: 
                                                                 
5 ( is}la>h{ ) is}la>h{ menurut bahasa berasal dari kata s}ulhu{. Asalnya as}lah{a - yus}lih{u - 
is}la>h{an, artinya baik, tidak rusak, saleh, bermanfaat. Sedangkan al-s}ulh{ berarti perdamain. 
Imam Zakariya menyebutkan s}ulh{ sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat 
mengakhiri persengketaan mereka. Sementara is}la>h{ dalam hukum positif dikenal dengan kata 
dading, yaitu suatu persetujuan tertulis secara dalmai untuk menyelesaikan atau 
menghentikan berlangsungnya suatu perkara. 
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                                
Artinya:  
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.6 
 
Ayat tersebut menganjurkan jika ada dua orang yang 
bertengkar atau berperkara maka damaikanlah mereka dan perdamaian 
itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, karena Allah mencintai 
orang yang berlaku adil.7 
Dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara perdata, 
maka dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang dapat ditempuh di 
Pengadilan Agama.8 Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara 
para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat 
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, 
akan tetapi membantu atau membimbing para pihak agar terlaksananya 
dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan saling 
mengutarakan pendapat untuk terciptanya suatu mufakat bersama.9 
Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan perkara antara para 
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan dapat 
                                                                 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemanya, (Bandung: Syamil Quran, 
2007), hlm.516. 
7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
8 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Persepektif (Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 
Hukum Nasional),Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.22. 
9 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di  
Indonesia, Cet.1, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.100. 
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mengantarkan para pihak untuk mewujudkan perdamaian yang 
permanen dan lestari, karena para pihak ditempatkan pada posisi yang 
sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan 
(win-win solution). 
Di Indonesia, penyelesaian sengketa/perkara di pengadilan 
pertama kali di atur dalam Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich 
Reglement, Staatsblad 1941:44), atau pasal 154 R.Bg 
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227) atau Pasal 
21 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874: 52),10 
menyebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan 
perdamaian sebelum suatu perkara diputuskan.11 
Situasi keadaan masyarakat semakin berkembang dan 
kebutuhan masyarakat semakin kompleks, sehingga konflik dan 
sengketa semakin banyak terjadi dan ditambah pula semakin 
banyaknya perkara yang bertumpuk dan belum terselesaikan di 
Mahkamah Agung.12 Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sebagai 
kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai Pasal 24 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengambil kebijakan 
untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan menerbitkan Surat 
                                                                 
10 Reglement op de Rechtsvordering  (Rv) adalah Reglement Acara Perdata; 
Rechtsreglement Buitengewesten  (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa 
dan Madura; Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang 
diperbarui. 
11 Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 
Indonesia, Cet.1, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.287. 
12 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, Cet. 2, (Jakarta : Rajawali pers, 2012), hlm. 4. 
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Edaran Mahkamah Agung (yang disebut dengan SEMA) No. 6 Tahun 
1992 yang menganjurkan agar penanganan dan penyelesaian perkara 
diusahakan selesai dalam tempo 6 (enam) bulan, sehingga asas 
peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
bisa terlaksana dengan baik. 
Selanjutnya, dikembangkan pula lembaga penyelesaian perkara 
perdata secara damai di pengadilan  (dikenal dengan Dading) yang 
sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh MA 
pada tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan 
Tingkat Pertama  menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/ 
154 R.Bg), sehingga bisa meminimalisir penumpukan perkara di 
Pengadilan tingkat pertama.13 
Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung kembali 
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (yang disebut dengan 
PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Alasan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 karena pada SEMA 
No. 1 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan belum sepenuhnya 
mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa 
namun hanya bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tidak mampu 
mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lebih dahulu melalui 
perdamaian.14 
                                                                 
13 Ibid., hlm.5. 
14 Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
5 
 
 
Kemudian, setelah 5 (lima) tahun PERMA No. 2 Tahun 2003 
berlaku di Pengadilan, ternyata ditemukan beberapa masalah, 
sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan, sehingga 
Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2008 menerbitkan PERMA 
No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar dapat 
mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian 
sengketa seta memberi kesempatan yang lebih besar kepada para 
pihak untuk mencari keadilan,15 serta memperlancar proses 
mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mediasi selain 
dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi 
merupakan pemaksimalan fungsi lembaga pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat 
memutus (adjudikatif).16 
Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, 
Mahkamah Agung merasa perlu melakukan optimalisasi fungsi 
lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, serta untuk 
memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada tanggal 4 Februari 2016, 
Mahkama Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, guna menyempurnakan 
aturan hukum prosedur mediasi di pengadilan, disebabkan 
                                                                 
15 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Persepektif (Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 
Hukum Nasional), Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 310. 
16 Ibid., hlm.311. 
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pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal dan belum 
mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.17 
Secara umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan 
penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi dalam Perma 
sebelumnya. Secara lebih luas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
ini membahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-
pengertian baru mengenai mediasi.18 
Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk 
kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak 
untuk menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak 
mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan 
upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung 
dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama 
untuk melakukan proses mediasi. (Pasal 3 ayat (3) dan (4) PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016). 
Skripsi ini akan difokuskan pada proses mediasi dalam 
penyelesaian perkara perceraian, yaitu di Pengadilan Agama 
Karanganyar. Pengadila Agama Karanganyar berlokasi di Jl. Lawu 
Timur No.137, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, 
Jawa Tengah. Secara administratif di Kabupaten Karanganyar terbagi 
menjadi 162 Desa 17 kecamatan dan 15 kelurahan. Mengenai batas 
                                                                 
17 Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
18 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, hlm.49. 
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wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, 
sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan 
berbatasan dengan daerah Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, dan 
sebelah barat berbatasan dengan daerah Kota Surakarta dan Kab. 
Boyolali. 
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Karanganyar ada 5 hakim, 
diantaranya: 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 3 hakim. Dan jumlah hakim 
mediator ada 4 hakim. Jumlah perkara perceraian pada tahun 2016 
(Maret-Desember) angka perceraian mencapai 1342 perkara, terdiri 
dari 455 cerai talak dan 887 cerai gugat, perkara putus dikabulkan 
terdapat 1371 perkara dan pada tahun 2017 terdapat 1590 perkara, 
terdiri dari 479 cerai talak dan 1.111 cerai gugat, perkara putus 
dikabulkan terdapat 1451 perkara, dan pada tahun 2018 (Januari-Juli) 
terdapat 977 perkara, terdiri dari 284 cerai talak dan 693 cerai gugat, 
serta perkara putus dikabulkan terdapat 935 perkara.19 
Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk 
meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, hal itu tidak 
terlepas dari peran mediator dalam membantu menyelesaikan 
permasalahan yang ada, apalagi mediator di Pengadilan Karanganyar 
sudah bersertifikasi. Di Pengadilan Karanganyar tentunya sudah 
berupaya untuk mendamaikan para pihak, dan sejauh ini ada beberapa 
perkara yang berhasil untuk mencapai mediasi, akan tetapi jumlahnya 
                                                                 
19 Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2016 dan 2017 
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sedikit dibandingkan dengan yang tidak berhasil mediasi.20 Mengingat 
pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan dan 
telah diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2016 untuk melengkapi 
PERMA sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini guna 
mengetahui bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar dalam penyelesaian permasalahan pasangan suami istri 
ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana solusi 
mediator dalam mengatasi hambatan-hambatan saat mediasi, serta 
apakah antara proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti deskripsikan, ada 
beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan adalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah 
sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016? 
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar dan bagaimana cara mediator 
mengatasinya? 
 
 
                                                                 
20 Hasil wawancara dengan Drs. M. Danil, MA, Hakim mediator, Pengadilan Agama 
Karanganyar, tanggal 31 Januari 2018. 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skrisi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian proses mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar dengan PERMA No. 1 Tahun 
2016. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pada proses mediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar dan cara mediator 
mengatasinya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis : 
Penelitian ini diharapkan dapat dapat melengkapi literatur tentang 
Hukum Perkawinan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam 
rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang 
berkaitan dengan mediasi di pengadilan. 
2. Secara praktis : 
Penelitian ini sebagai sumbangan karya ilmiah bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan di IAIN Surakarta pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
 
 
 
10 
 
 
E. Kerangka Teori 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 
sebagai penasihat.21 Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 
2016, mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator.22 Dari uraian istilah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian perkara antara para 
pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator melalui proses 
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh para 
pihak. 
Dalam mediasi terdapat penghubung atau penengah bagi pihak 
yang sedang berperkara yang dinamakan mediator. Adanya mediator 
sangat dirasakan manfaatnya, karena untuk menjembatani atau 
menjadi penghubung antara para pihak yang bersengketa. Dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berhak menjadi mediator di 
Pengadilan yaitu hakim mediator, panitera, sekretaris, panitera 
pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, dan pegawai 
lainnya.23 
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) 
Nomor 1 Tahun 2016 menyediakan pilihan kepada para pihak yang 
                                                                 
21 www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 14 Mei 2018 jam 18.47 WIB. 
22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
23 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, hlm.58. 
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berperkara untuk menggunakan jasa mediator yang ada di Pengadilan  
atau di luar Pengadilan, oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 agar proses mediasi berjalan optimal dan 
peluang bagi lahirnya mediator yang handal sebagai suatu profesi.  
Sengketa atau permasalah rumah tangga yang berujung pada 
perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya 
perceraian karena adanya suatu perkawinan yang rumah tangganya 
mempunyai permasalahan-permasalah yang sulit untuk diselesaikan, 
meskipun penyebab perkawinan itu berbeda-beda. Perceraian dapat 
disebabkan oleh kematian suami atau istri, karena ketidakcocokan 
dalam rumah tangga, adanya pertengkaran yang selalu muncul, adanya 
orang ketiga, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari 
suami atau istri tidak fungsional secara biologis.24 
Sehingga untuk menenangkan suatu kondisi yang memuncak perlu 
dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama yang 
berperan ialah para pihak dan hakim mediator. Kehadiran mediator 
sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif ketika 
proses perundingan. Fungsi mediator sebagai pendidik atau memberi 
wawasan kepada para pihak untuk mencegah sikap kompetitif dari 
para pihak, sehingga mediator dapat memberi saran kepada para pihak 
untuk mengkaji permasalahan yang timbul dan mengemukakan 
                                                                 
24 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 29. 
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beberapa pendapat untuk menyelesaikan masalah diantara para 
pihak.25  
Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak dalam 
menjalankan proses mediasi, adil dalam memberikan kesempatan para 
pihak untuk menyampaikan persoalannya, dan tidak melakukan 
tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak fair dari 
salah satu pihak.26 Semua tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban 
mediator terdapat pada pedoman perilaku mediator yang ditetapkan 
Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2016. 
Suyud Margono mengutip buku Howard Raiffa yang berjudul The 
Art dan Sciene of Negotiation, mengatakan peran mediator sebagai 
penengah ataupun garis terang, mempunyai sisi yang lemah dan 
mempunyai sisi yang kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila 
mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan pertemuan. 
2. Pemimpin diskusi rapat. 
3. Penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung 
dengan baik. 
4. Pengendali emosi para pihak. 
5. Pendorong para pihak yang kurang mampu atau segan 
mengemukakan pendapat. 
                                                                 
25 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.66. 
26 Syahrial Abbas , Mediasi Dalam Persepektif (Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 
Hukum Nasional),Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.61. 
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Sedangkan sisi peran yang kuat adalah apabila mediator 
mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan 
sebuah  
pertarungan yang harus dimenangkan, akan tetapi untuk 
diselesaikan. 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 
5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan 
Lazimnya, seorang mediator lebih menyukai apabila para pihak 
berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. 
Biasanya usulan dari mediator disampaikan setelah para pihak tidak 
mempunyai gagasan pendapat tentang pemecahan masalah. Akan 
tetapi, seorang mediator harus menyadari apabila terlalu berperan aktif 
dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah maka akan 
mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir penyelesaian masalah 
bukan hasil pemikiran para pihak, melaikan hasil pemikiran seorang 
mediator, sehingga para pihak ataupun salah satu dari para pihak tidak 
menerima sepenuh hati kesepakatan tersebut.28 
                                                                 
27 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, Cet.2, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 63. 
28 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, Cet.2, (Jakarta: Rajawali pers , 2012), hlm.67. 
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Untuk menjadi mediator yang handal dan berkompeten, maka 
setiap mediator harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus, lalu 
mendapatkan sertifikat mediator, yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi 
dari Mahkamah Agung.29 
Para pihak dalam mediasi ditempatkan sebagai partisipan aktif, 
sehingga para pihak wajib untuk menghadiri secara langsung dalam 
proses mediasi, kecuali ada alasan yang sah, hal tersebut berdasarkan 
Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila salah satu pihak tidak 
hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk 
menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak 
beriktikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beriktikad 
baik adalah Pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Hakim memutuskan  gugatan Penggugat 
tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dan biaya 
mediasi kepada Penggugat. 
Untuk mengintensifkan serta mendorong peran hakim yang bukan 
hanya bertugas memeriksa dan mengadili, akan tetapi juga sebagai 
peace maker atau mereka yang mendorong tercapainya perdamaian, 
sehingga dalam upaya optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam 
penyelesaian sengketa, serta untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan 
mediasi yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 
                                                                 
29 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
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maka pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung menerbitkan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, sebagai penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 
Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg),  yang disebabkan 
belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem 
peradilan secara memaksa namun hanya bersifat sukarela, kemudian 
PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
yang  ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif 
penerapannya di Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yang dinilai belum optimal 
dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. 
Berikut ini merupakan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 
2016 untuk melengkapi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diantaranya 
adalah: 
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka peluang bagi pegawai 
pengadilan di luar hakim untuk bertindak selaku mediator. Pegawai 
pengadilan dimaksud adalah panitera, sekretaris, panitera 
pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai 
lainnya. Kedudukannya disamakan dengan mediator non hakim 
yang harus memiliki sertifikat untuk dapat menjalankan fungsi 
mediator. 
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2. Pengaturan lebih rinci mengenai perkara-perkara yang tidak wajib 
di mediasi. 
3. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri 
mediasi untuk dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Alasan-
alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak 
memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat 
keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat 
tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan 
tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat 
ditinggalkan. 
4. Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria 
tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika penggugat tidak beriktikad 
baik, bentuk sanksi jika penggugat dan tergugat tidak beriktikad 
baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tudak 
beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi. 
5. Menambah kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk menjelaskan 
tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait 
penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam 
menempuh mediasi. Meskipun dalam PERMA sebelumnya 
pengaturan ini telah dibuat, namun cakupan penjelasan dan 
penandatanganan formulir tidak diatur. 
6. Pengaturan tentang kewajiban kuasa hukum terhadap prinsipal 
yang akan menempuh mediasi serta keharusan adanya surat kuasa 
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yang menyatakan kewenangan untuk mengambil keputusan apabila 
prinsipal tidak dapat menghadiri media dengan alasan yang sah. 
7. Pengaturan tentang ruang lingkup pembahan dalam pertemuan 
mediasi yang tidak hanya mencakup hal-hal yang tertuang dalam 
posita dan peitum gugatan serta tata cara yang harus ditempuh oleh 
para pihak apabila mediasi menghasilkan kesepakatan di luar 
konteks posita dan petitum. 
8. Perubahan lama waktu mediasi wajib dilaksanakan 40 (empat 
puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan 
terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 
14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. 
9. Perubahan nomenklatur hasil mediasi yang dalam PERMA 
sebelumnya terdapat 4 (empat) istilah hasil mediasi, yakni mediasi 
berhasil, mediasi tidak berhasil, mediasi gagal, dan mediasi tidak 
layak, sedangkan dalam PERMA yang baru menjadi 3 (tiga), yakni 
mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat 
dilaksanakan. 
10. Pengaturan kewenangan hakim pemeriksa perkara terhadap 
kesepakatan perdamaian yang hendak dikuatkan menjadi akta 
perdamaian. Selain memiliki kewenangan untuk menelaah, hakim 
pemeriksa perkara juga berwenang memberikan saran perbaikan 
atas suatu kesepakatan perdamaian. Pengaturan kewenangan ini 
tidak dilaksanakan di pengadilan, tetapi juga mediasi di luar 
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pengadilan yang kesepakatan perdamaiannya akan dimohonkan 
untuk dikuatkan di pengadilan dengan akta perdamaian. 
11. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) 
sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang 
berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum 
disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa 
kesepakatan sebagian pihak (subjek) dan kesepakatan sebagian 
permasalahan (obyek). 
12. Perubahan pengaturan tentang mediasi pada tahap upaya hukum. 
Jika dalam PERMA sebelumnya, keterlibatan pengadilan dalam 
proses mediasi dimulai semenjak para pihak menyatakan 
keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan 
mediator dan pelaksanaan mediasi, maka dalam PERMA yang baru 
tidak lagi diatur mengenai proses tersebut. Dalam PERMA yang 
baru ini hanya diatur apabila para pihak mencapai kesepakatan 
selama proses upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan 
kembali).30 
Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu 
para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai 
kesepakatan perdamaian.31 Jika para pihak mencapai kesepakatan 
                                                                 
30 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku 
Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 201 6 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan , Cet.1, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, 
2017), hlm. 4. 
31 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.187. 
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perdamaian, maka menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan 
para pihak untuk: 
a. Merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan 
perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator; 
b. Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan 
perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh 
kuasa hukum; 
c. Mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pereriksa  
perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian, tetapi jika tidak 
menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian, maka wajib 
memuat pencabutan gugatan.32 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengetahuan penulis, tulisan ilmiah (skripsi) yang 
membahas tentang efektivitas peran mediator sangat banyak. 
Studi terhadap tulisan ilmiah meliputi; Pertama, Skripsi yang 
berjudul Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta 
dalam menyelesaikan Perkara Cerai Gugat, sebagaimana yang telah 
ditulis oleh M. Rizal Abdul Majid.33 Skripsi tersebut menjelaskan 
tentang proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di 
Pengadilan Agama Surakarta dan keefektifan penerapan mediasi 
                                                                 
32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1), (3), (4), (5). 
33 M. Rizal Abdul Majid, Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta 
dalam menyelesaikan Perkara Cerai Gugat , Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2017. 
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hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat menurut Perma 
Nomor 1 Tahun 2008. 
Hasil yang dicapai oleh tulisan tersebut, bahwa proses mediasi 
di Pengadilan Agama Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yakni Perma Nomor 1 Tahun 2008. Adapun 
kendala yang dihadapi ialah kedua pihak sudah yakin ingin bercerai, 
sehingga uapaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah 
pihak tidak berjalan dengan baik, pada umumnya yang mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta itu rumah tangganya sudah 
parah dan sudah berpisah bertahun-tahun, karena sebab sakit hati dan 
sulit didamaikan, salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, dan 
apabila dilihat dari sisi efektifitas waktu, mediasi di Pengadilan 
Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat belum 
efektif. 
Kedua, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Mediasi dalam 
perkara Perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017), sebagaimana yang telah 
ditulis oleh Ahmad Aziz Nurrudin.34 Skripsi tersebut menjelaskan 
tentang Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 
                                                                 
34 Ahmad Aziz Nurrudin, Pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perceraian 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017) , Skripsi Sarjana 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. 
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Agama Boyolali dan faktor ketidakberhasilan dalam pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. 
Hasil yang dicapai oleh tulisan tersebut adalah pada 
prakteknya di pengadilan ditemukan banyak ketidaksesuaian antara 
teori dengan praktek di pengadilan, seperti proses mediasi dilakukan 
di ruang hakim dan hanya di anggap sebagai formalitas semata, dan 
mediasi belum efektif dan belum bisa memberikan akses yang lebih 
besar kepada pencari keadilan. 
Ketiga, Jurnal yang berjudul Mediasi dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana yang telah 
ditulis oleh Septi Wulan Sari.35 Jurnal tersebut menjelaskan tentang 
beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang 
berperkara dalam pelaksanaan mediasi. 
Hasil yang dicapai oleh tulisan tersebut adalah mediasi sebagai 
langkah untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih 
dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamian. 
Dengan adanya pihak luar yang netral diharapkan mampu mengubah 
kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara 
mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, 
dengan memberikan pengetahuan dan informasi, sehingga para pihak 
dapat berpartisipasi secara langsung. Dengan penyelesaian sengketa 
                                                                 
35 Septi Wulan Sari, “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016,” Jurnal Ahkam, (Tulungagung) Vol. 5 Nomor 1, 2017. 
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melalui mediasi, diharapkan mampu mencapai kesepakatan diantara 
para pihak, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. 
Keempat, Skripsi yang berjudul Peran Hakim dalam Perkara 
Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-
2014), sebagaimana yang telah ditulis oleh Siti Nurjanah.36 Skripsi 
tersebut menjelaskan tentang tingkat keberhasilan mediasi dan faktor 
penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
Hasil yang dicapai oleh tulisan tersebut adalah tingkat 
keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat penerapannya efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 
Tahun 2008, akan tetapi hasil dari mediasi belum menunjukkan hasil 
yang maksimal. Faktor yang menghambat dalam mediasi di 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara lain: tidak ada iktikad baik 
dari para pihak yang mau berdamai, para pihak tidak bisa meredam 
amarah atau emosinya, salah satu pihak yang sudak tidak bisa 
memaafkan pihak lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung 
mediasi antara lain: adanya iktikad baik dari para pihak yang mau 
berdamai, adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang 
mengarahkan untuk berdamai, adanya tempat yang nyaman untuk para 
pihak yang dimediasi, dan kemampuan serta keahlian hakim mediator 
                                                                 
36 Siti Nurjanah, Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. 
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dalam menyelesaikan masalah dengan sabar dalam menghadapi para 
pihak yang berperkara untuk tercapainya perdamaian. 
Dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis uraikan di atas, 
fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 
penulis disini akan meneliti tentang proses pelaksanaan mediasi, apa 
yang menjadi hambatan dalam proses mediasi dan bagaimana cara 
mengatasinya, serta apakah proses mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini dilakukan 
dengan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan 
secara langsung untuk mengamati suatu keadaan.37 Sedangkan 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.38  
                                                                 
37 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 34, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2015), hlm.26. 
38 Ibid., hlm.112. 
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Sehingga dengan digunakannya jenis penelitian ini penulis 
memperoleh kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di 
lapangan mengenai implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan peranan hakim 
mediator dalam membantu penyelesaian permasalahan suami istri. 
2. Sumber dan Jenis Data  
a. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya.39 Sumber data primer yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, yaitu di 
Pengadilan Agama Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubngan dengan objek 
penelitian, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.40 Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang 
membahas tentang permasalahan hukum, termasuk skripsi; 
jurnal-jurnal hukum; kamus hukum dan non hukum; 
ensiklopedia; internet; wawancara dengan hakim mediator di 
Pengadilan Agama Karanganyar dan para pihak yang 
berperkara. 
                                                                 
39 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.106. 
40 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI-Perss), 1986), hlm. 12. 
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3. Lokasi Penelitian 
Penelitian Proses Mediasi di Pengadilan Agama 
Kranganyar dalam Penyelesaian Permasalahan Pasangan Suami 
Istri ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yang beralamtkan di 
Jl. Lawu Timur No.137, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah. Penulis memilih lokasi tersebut karena 
ingin mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar dan peran hakim dalam penyelesaian permasalahan 
suami istri. 
4. Teknik Pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara 
mengamati seseorang ataupun masyarakat tertentu dalam waktu 
tertentu.41 Dalam hal ini penulis melakukan observasi 
partisipatoris atau partisipasi, artinya penulis melakukan 
pengamatan dengan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh observee (objek yang diamati).42 Kegiatan-
kegiatan tersebut antara lain meninjau secara langsung di 
Pengadilan Agama Karanganyar dalam persidangan pertama 
                                                                 
41 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI-Perss), 1986),., hlm.167. 
42 Ibid., hlm.169. 
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setelah para pihak hadir kemudian proses mediasi dimana 
penulis menjadi pengamat aktif dalam penelitian ini. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data 
melalui percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu.43 Adapun pihak yang diwawancarai oleh 
penulis adalah Hakim mediator di Pengadilan Agama 
Karanganyar dan beberapa para pihak yang berperkara. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan 
menelusuri dan mempelajari data berupa data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi 
dokumentasi merupakan  pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.44 Dalam 
hal ini penulis mengumpulkan data-data dari beberapa 
dokumen yang berupa buku register perkara perdata, buku 
register mediasi, berita acara mediasi dan laporan mediasi. 
5. Metode Analisis Data 
                                                                 
43 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 34, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2015),  hlm.186. 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D), Cet. 18, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 329. 
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Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, 
yakni suatu cara untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif. 
Data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang 
tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud 
keterangan verbal (kalimat dan kata).45 
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang 
berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data 
yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. 
Sifat analisis dalam penelitian ini adalah sifat analisis deskriptif, 
maksudnya bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk 
memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek 
penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.46 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis model 
Miles and Huberman. Langkah-langkah dalam analisis model Miles 
dan Huberman, yaitu sebagai berikut :47 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Sehingga data yang 
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
                                                                 
45 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 
Penelitian, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.237. 
46 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.183. 
47 Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku sumber 
tentang metode-metode baru. (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007), hlm.16-18. 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
b. Data Display (penyajian data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penelitian ini 
penulis menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat narasi. 
Dengan mendisplaykan data, maka penulis akan mudah untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 
c. Conclusion Drawing / verification 
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 
and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Penarikan kesimpulan atau verifikasi tersebut didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat penulis mengumpulkan data, 
sehingga kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang 
kredibel. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) 
bab, secara garis besar terdiri dari : 
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan 
latar belakang yang didalamnya menguraikan tentang dasar pemikiran 
utama yang dijadikan penulis untuk penyusunan penelitian proses 
mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam penyelesaian 
permasalahan pasangan suami istri ditinjau dari Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1 Tahun 2016. Dari latar belakang masalah tersebut 
muncullah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, kemudian tinjauan pustaka tentang perbedaan penelitian yang 
akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu serta metode 
penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika 
penulisan. 
Bab kedua, berisi tentang pengertian mediasi, dasar hukum 
mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, dan konsep mediasi menurut 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 
Bab ketiga, berisi tentang profil Pengadilan Agama 
Karanganyar, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan 
fungsi Pengadilan Agama Karanganyar, dan uraian pelaksanaan 
mediasi dan hambatan dalam proses mediasi serta cara mediator 
mengatasinya di Pengadilan Agama Karanganyar. 
Bab keempat, adalah analisis terhadap kesesuaian proses 
mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan PERMA Nomor 1 
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Tahun 2016 dan hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar. 
Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 
hasil penelitian dari rumusan masalah dan saran-saran yang 
diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum 
khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA 
PERCERAIAN 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Kata mediasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 
sebagai penasihat.48 Menurut Syahrizal Abbas, mediasi yang diartikan 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. 
Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau perkara 
yang terjadi antara Para Pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam 
penyelesaian perkara adalah pihak-pihak yang bukan merupakan pihak 
yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara 
tersebut bertindak sebagai penasehat.49  
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare 
yang berarti berada di tengah. Penjelasan mediasi lebih menekankan pada 
keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang berperkara 
untuk menyelesaikan permasalahannya. Mediator berada pada posisi 
ditengah dan netral antara para pihak yang berperkara, dan berupaya untuk 
                                                                 
48 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1990. Cet. 
3, hlm 569 
49 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2. 
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membantu menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil 
yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.50 
Sedangkan secara terminologi, menurut Takdir Rahmadi, mediasi 
adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih 
melalui perundingan atau dengan cara musyawarah dengan dibantu oleh 
pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.51  
Menurut Allan J. Stitt dalam bukunya A Practical Guide, 
menjelaskan bahwa dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau perkara 
lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga 
mediator berperan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan-
kesepakatan. Dalam membantu para pihak yang bersengketa, mediator 
harus bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti 
ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan antara 
mediator dan para pihak sehingga memudahkan mediator melakukan 
kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya 
menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses 
penyelesaian perkara melalui perundingan antara para pihak yang 
bersengketa dengan bantuan pihak yang netral. Pihak netral tersebut ialah 
seorang mediator yang bertugas membantu menjembatani antara para 
                                                                 
50 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3. 
51 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12. 
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pihak dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga para pihak dapat 
menemukan solusi yang mereka inginkan. 
Menurut Muslih MZ, sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Jamil Ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mediasi seperti prinsip-prinsip 
dasar dalam melaksanakan mediasi, yaitu sebagai berikut: 
a. Kerahasiaan 
Kerahasiaan (confidentiality), yaitu bahwasanya segala sesuatu 
yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan 
para pihak yang berperkara bersifat rahasia. 
b. Sukarela  (volunter) 
Masing-masing pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas 
keinginan serta kemauan mereka sendiri secara sekarela dan tidak ada 
paksaan maupun tekanan dari pihak lain. 
c. Pemberdayaan Para Pihak 
Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk 
sedapat mungkin berperan aktif dan menemukan solusi yang terbaik atas 
permasalahan mereka. 
d. Netralitas atau Tidak Berpihak (Impartiality) 
Seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan 
memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral serta tidak 
memihak. 
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e. Solusi yang Unik (a unique solution) 
Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai 
dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh 
karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan para 
pihak, yang terkait erat dengan konsep-konsep pemberdayaan masing-
masing pihak.52 
 
2. Dasar Hukum Mediasi 
Dasar Hukum dari perdamaian atau mediasi adalah sebagai berikut: 
a. Pancasila, dimana dalam filosofinya pada sila ke-4 tersirat bahwa 
asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal 
tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.53 
b. Pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perdamaian 
adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk 
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah 
timbulnya perkara.54 Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis. 
c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
                                                                 
52  Mukhsin Jamil (ed), Mengelola Konflik Membangun Damai , (Semarang: 
Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 111. 
53 Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53. 
54  Subekti-Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1992), hlm. 414. 
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persidangan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa 
perceraian antara suami dan istri hanya dapat dilakukan di 
pengadilan dengan melalui persidangan. Setelah pengadilan 
mengadakan upaya perdamaian atau mediasi yang dihadir oleh 
suami dan istri beserta mediator untuk membantu mendamaikan 
dan menemukan solusi atas permasalahan antara suami dan istri, 
sedangkan keputusan yang diambil tetap ditangan suami dan istri. 
d. Pasal 130 HIR/154 Rbg 
1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang 
menghadap maka pengadilan negeri dengan perantara ketua 
berusaha mendamaikannya. 
2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga 
dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati 
perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan 
serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 
3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat 
diajukan banding. 
e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma ini diatur 
secara lebih detail mengenai penekanan hakim untuk menerapkan 
lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi 
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institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di 
Pengadilan. Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung 
melalui diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Mediasi di Pengadilan, perubahan signifikan adalah waktu 
pelaksanaan yang sebelumnya adalah 30 hari diperpanjang menjadi 40 
hari kerja dan dapat diperpanjang lagi 14 hari kerja. Hal tersebut 
merupakan sebuah upaya untuk memberikan keleluasaan bagi pihak 
yang berperkara dengan dibantu mediator untuk berunding berusaha 
mencari solusi penyelesaian yang baik. Setelah beberapa tahun 
pelaksaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan 
Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
sebagai penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya 
untuk optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian 
perkara.55 
 
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Tujuan dilaksanakan mediasi adalah untuk menyelesaikan 
perkara antara Para Pihak dengan dibantu pihak ketiga yang netral 
(tidak memihak). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada 
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 
perkara melalui mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang 
                                                                 
55 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46-49. 
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sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan 
(win-win solution).56 
Penyelesaian masalah melalui mediasi memang sulit dilakukan, 
mengingat konflik antara para pihak sudah memuncak, akan tetapi 
bukan berarti perdamaian tidak mungkin diwujudkan secara nyata. 
Oleh karena itu diperlukan keinginan dan iktikad baik para pihak untuk 
menyelesaikan permasalahannya sampai selesai, termasuk dalam 
pelaksanaan keputusan atau kesepakatannya. Menurut M. Yahya 
Harahap, sebagaimana dikutip oleh Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso 
dengan melaksanakan mediasi dapat memberikan sejumlah 
keuntungan, antara lain: 
a. Yang menyelesaikan perkara adalah para pihak sendiri. Mediator 
hanya membantu dalam proses perundingan untuk mencari 
berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan antara para 
pihak. 
b. Penyelesaiannya bersifat informal, dengan pendekatan melalui hati 
nurani, sehingga para pihak lebih leluasa untuk mengutarakan 
permasalahannya. 
c. Jangka waktu penyelesaiannya relatif cepat. 
d. Biayanya ringan/murah. 
e. Tidak perlu aturan pembuktian. 
                                                                 
56 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 310-311. 
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f. Proses penyelesaiannya bersifat konfidensial dan pribadi, 
penyelesaian mediasi tertutup untuk umum, dengan demikian nama 
baik para pihak dalam pergaulan masyarakat tetap terjaga. 
g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif, karena yang berbicara 
dalam penyelesaian masalah menggunakan hati nurani, sehingga 
terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Masing-masing pihak 
harus menjauhkan dendam dan permusuhan. 
h. Komunikasi dan fokus penyelesaiannya adalah menuju ke depan, 
karena dalam mediasi terwujud komunikasi yang aktif antara para 
pihak, agar bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara para 
pihak dimasa yang akan datang. 
i. Hasil yang dicapai sama-sama menang (win-win solution), dengan 
menjauhkan diri dari sifat egois dan serakah.  
j. Bebas emosi dan dendam, karena penyelesaian perkara melalui 
mediasi meredam sikap emosional selama proses mediasi, agar 
tercipta rasa kekeluargaan dan persaudaraan.57 
Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan 
putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme 
mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang berperkara 
agar menyelesaikan perkara yang terjadi dengan mediasi atau 
perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak 
jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian 
                                                                 
57  Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya 
di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 102. 
39 
 
 
hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan 
yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.58 
Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal 
berarti sudah bisa menyelesaikan perkara. Artinya, setelah terbitnya 
kesepakatan di antara para pihak dan dituangkan dalam bentuk akta 
perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu 
perkara atau sengketa sudah selesai.59 
Sebagaimana dengan hal tersebut, ada beberapa manfaat yang 
dapat diambil dari terwujudnya perdamaian yang dibuat dalam bentuk 
putusan perdamaian, yaitu sebagai berikut: 
a. Mempunyai kekuatan hukum tetap 
Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian 
diantara para pihak memiliki kekuatan yang sama seperti putusan 
hakim. Hal ini ditegasakan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) 
HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang 
sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
b. Memiliki kekuatan eksekutorial 
Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat tersebut 
menegaskan bahwa putusan akta perdamaian berkekuatan 
sebagaimana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan berkekuatan eksekutorial (executorial kracht) 
                                                                 
58 Makur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55. 
59 Ibid., hlm. 57. 
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seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdalaian yang 
menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang 
telah mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar 
kondemnator (condemator), sehingga apabila putusa tidak ditaati 
dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya 
melalui eksekusi oleh pengadilan. 
c. Tertutup upaya banding dan kasasi 
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa 
putusan akta perdamaian tertutup upaya hukum (banding dan 
kasasi). Itulah sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, 
putusan akta perdamaian (acta van vergelijk) dengan sendirinya 
melekat kekuatan hukum tetap. Penyelesaian perkara melalui 
sistem ini sangat efektif dan efisien.60 
 
4. Peran Mediator 
Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses 
mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran 
yang dimiliki mediator. Mediator harus berperan aktif dalam 
menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak. desain pertemuan, 
memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan 
                                                                 
60 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
279-280. 
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proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan 
merupakan peran utama yang harus dilakukan oleh mediator.61 
Dalam proses mediasi, ditemukan sejumlah peran mediator 
yang muncul. Peran tersebut, antara lain: 
1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para 
pihak; 
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal 
komunikasi dan menguatkan suasana yang baik; 
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan; 
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-
menawar; dan 
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan 
mencipkan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian 
sengketa.62 
Seorang mediator harus mampu menemukan berbagai 
alternatif-alternatif penyelesaian perkara. Mediator tidak hanya terikat 
dan terfokus pada penyelesaian perkara yang dimiliki oleh para pihak. 
Mediator harus mampu menawarkan solusi-solusi lain, ketika para 
pihak tidak memiliki alternatif penyelesaian perkara, atau para pihak 
sudah mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara mereka. 
Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral 
                                                                 
61 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77. 
62 Ibid., hlm. 79. 
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dalam membantu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, mediator 
harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu 
para pihak dalam penyelesaian perkara mereka. 
Dalam menemukan berbagai alternatif-alternatif penyelesaian 
perkara tersebut, proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan 
forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa diawali 
dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta 
mediator. Karena mediator membutuhakan suatu proses pendalaman 
yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Jadwal pelaksanaan 
mediasi akan lebih baik apabila ditandatangani para pihak serta 
diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak.63 
Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran 
terlemah sampai peran yang terkuat. Peran-peran ini menunjukkan 
tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki 
oleh seorang mediator. 
Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses 
mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebgai berikut: 
1. Menyelenggarakan pertemuan; 
2. Memimpin diskusi rapat; 
3. Memelihara atau menjaga aturan agara proses perundingan 
berlangsung secara baik; 
4. Mengendalikan emosi para pihak; dan 
                                                                 
63 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 99. 
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5. Mendorong para pihak yang kurang aktif atau segan 
mengemukakan pandangannya. 
Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam 
proses mediasi mediator mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan; 
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak; 
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah 
sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi perkara tersebut 
harus diselesaikan; 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;   
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah; 
dan  
6. Membujuk para pihak unuk menerima usullan tertentu dalam 
rangka penyelesaian perkara.64 
Dalam proses mediasi, esensi yang hendak dilaksanakan adalah 
memengaruhi atau mendorong para pihak yang bersengketa dengan 
berbagai cara maupun teknik untuk tidak memilih jalur litigasi dan 
lebih mengutamakan perdamaian yang dilaksanakan dan dibuat oleh 
para pihak sendiri. 
Menurut Takdir Rahmadi, peran yang harus dilakukan oleh 
mediator adalah:65 
                                                                 
64 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 81. 
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1. Mediator mendorong para pihak bersikap aktif 
Mediator dapat mendorong para pihak untuk membuat 
formulasi penyelesaian sendiri, mediator juga dapat memberikan 
pilihan-pilihan penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. 
apabila para pihak mulai bisa bersikap aktif mencari metode 
penyelesaian, maka tugas mediator akan lebih ringan. Karena para 
pihak tidak menghambat akan tetapi justru bersama-sama secara 
aktif mecari formulasi penyelesaian dari permasalahan mereka. 
Dalam tahap ini kemampuan mediator untuk memahami 
sifat, watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. 
Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah 
mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh 
mendengarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa percaya kepada 
mediator. Setelah para pihak leluasa bercerita, maka segera setelah 
mediasai dibuka, mediator bisa melaksanakan kaukus dengan salah 
satu pihak kemudian dengan pihak lainnya. Setelah dilakukan 
kaukus dengan masing-masing para pihak, maka mediator sudah 
bisa memetakan pokok masalah dan strategi penyelesaian.66 
2. Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa  
Dalam mediasi, mengenai keseimbangan posisi para pihak 
yang bersengketa harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. 
                                                                                                                                                                                 
65 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91. 
66 Ibid., hlm.143. 
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Karena dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan 
pada jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
sengketa sesuai dengan posisi keseimbangan para pihak. dengan 
memahamu posisi keseimbangan maka kebutuhan riil, prioritas 
substansi juga hal-hal yang boleh dilewatkan (tidak menjadi 
prioritas) bisa difahami oleh mediator. 
3. Membangun citra mediator dalam pandangan disputants 
Para pihak yang bersengketa (disputants) harus mempunyai 
kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-
saran yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam 
kondisi yang imparsial (tidak memihak). Dengan menumbuhkan 
kepercayaan kepada mediator maka diharapkan dapat 
menumbuhkan perasaan dari pihak yang berperkara, bahwa: 
a. Mediator adalah pihak yang benar-benar netral. 
b. Mediator mempunyai simpati yang serius kepada masing-
masing pihak terkait dengketa yang dihadapi. 
c. Atas saran dari mediator, disputants merelakan untuk 
melepaskan hal-hal yang tidak terlaluu substantial supaya tidak 
menjadi tema pokok perdebatan dalam mediasi. 
d. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi 
terhadap para pihak maka tujuannya adalah untuk kebaikan 
semua pihak. 
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Upaya untuk menumbuhakan rasa percaya kepada mediator 
sangat penting, tanpa persetujuan para pihak maka perdamaian 
tidak bisa dilaksanakan. Dengan besarnya peran para pihak yang 
bersengketa sendiri, bila tidak diimbangi dengan posisi mediator 
yang dipercaya untuk memberi dorongan-dorongan yang 
diperlukan maka mediasi akan berjalan tersendat-sendat. 
Selain itu menurut Syahrizal Abbas, seorang mediator 
dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, 
yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa 
memiliki bersama, keterangan memecahkan masalah, keterampilan 
meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan 
kesepakatan.67 
 
5. Peran Para Pihak 
Pada dasarnya, dalam setiap perkara yang menjadi pihak 
adalah orang-orang yang sedang bersengketa itu sendiri. Jadi 
sehebat apapun kuasa hukum atau mediator, apabila para pihak itu 
sendiri tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk 
menyelesaiakan perkara melalui perdamaian, maka perdamaian 
                                                                 
67 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91. 
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tidak akan tercapai dan sulit untuk menemukan peyelesaiaan 
masalahnya.68 
Hal yang harus disadari oleh para pihak adalah bahwa 
dalam setiap penyelesaian sengketa harus wajib meninggalkan 
emosi dan ego diri sendiri. Sebaliknya, para pihak harus 
menampilkan kesadaran dan rasio agar proses mediasi dapat 
dilaksanakan dengan suasana yang nyaman. Kehadiran kuasa 
hukum dan mediator untuk membantu pihak yang bersengketa 
untuk membuat formulasi kesepakatan yang baik, sehingga setelah 
kesepakatan terjadi tidak ada lagi perdebatan tentang kesepakatan 
yang sudah terjalin. 
Akan tetapi, salah satu yang terpenting bagi para pihak 
adalah kehadiran para pihak dalam mediasi. Para pihak menghadiri 
secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi 
oleh kuasa hukumnya. Agar para pihak yang bersengketa 
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi. Selain itu 
dengan kehadiran langsung para pihak juga akan memudahkan 
mediator untuk menggali pokok sengketa serta memilih 
kemungkinan-kemungkinan pilihan klausul penyelesaian.69 
 
 
                                                                 
68 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 133. 
69 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 134. 
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B. Konsep Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 
1. Pengertian Mediasi 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 
dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “mediasi” adalah cara penyelesaian 
perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 
Pengertian mediasi dalam PERMA tersebut tidaklah jauh 
berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh Gunawan 
Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Neng Yani Nurhayani, dari definisi 
yang telah dikemukakan maka mediasi mengandung unsur sebagai 
berikut: 
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian perkara berdasarkan 
asas kesukarelaan melalui persetujuan. 
b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang 
berperkara untuk mencari penyelesaian. 
c. Mediator yang terlibat harus ditentukan oleh para pihak yang 
berperkara. 
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil 
keputusan selama perundingan berlangsung. 
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang berperkara.70 
 
                                                                 
70 Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 
2015), hlm. 109. 
49 
 
 
2. Proses Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadikan 
mediasi sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan. 
Pelaksanaan mediasi didasari oleh kemauan Para Pihak atau 
pelaksanaan peraturan atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi 
di Pengadilan, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa: 
“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib 
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” 
Proses mediasi di Pengadilan dilaksanakan secara rahasia 
(tertutup). Ketentuan proses mediasi harus tertutup dinyatakan dalam 
Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Proses Mediasi pada dasarnya 
bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.” Sedangkan 
tempat penyelenggaraan mediasi di ruang Mediasi di Pengadilan 
apabila menggunakan hakim mediator, sesuai dengan Pasal 11. 
Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 
mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, apabila 
berada dijarak jauh maka dapat melalui komunikasi audio visual. 
Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi 
hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, seperti: kondisi 
kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi 
berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; 
mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; 
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atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 
tidak dapat ditinggalkan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 6. 
Mengenai biaya mediasi yang memilih mediator dari kalangan 
hakim atau pegawai pengadilan, mediasi bebas biaya atau gratis, 
diatur dalam Pasal 8. Terhadap pelaksanaan pemanggilan para pihak 
dalam mediasi dikenakan biaya sebagaimana biaya pemanggilan pada 
umumnya. Terlebih dahulu Biaya pemanggilan Para Pihak untuk 
menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak 
penggugat melalui panjar biaya perkara (Pasal 9). 
Dalam pengaturan perihal iktikad baik merupakan arahan dari 
Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral 
yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas iktikad baik atau goodfaith 
pada dasarnya adalah sikap kejujuran untuk menyelesaikan perkara 
dengan menghormati semua perundang-undangan, kesepakatan 
antarpihak serta mediator.71 Dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan 
bahwa: “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh 
Mediasi dengan iktikad baik.” 
Dinyatakan tidak beriktikad baik, apabila salah satu pihak atau 
para pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dipanggil secara 
patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan 
sah; menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir 
pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 
                                                                 
71 Makur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 67. 
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(dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; ketidakhadiran berulang-
ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; 
menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau 
tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau tidak 
menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah 
disepakati tanpa alasan sah (Pasal 7 ayat (2)). Aturan tersebut pada 
pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi 
secara bersungguh-sungguh. 
Mengenai syarat menjadi mediator telah diatur dalam Pasal 13 
yang menyatakan bahwa: “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat 
Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus 
dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi 
dari Mahkamah Agung. Akan tetapi apabila tidak ada atau terdapat 
keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat, Hakim tidak bersertifikat 
dapat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan Ketua 
Pengadilan. 
Mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator tertuang 
dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (13), antara lain: Hakim mediator, 
panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita penggati, 
calon hakim, dan pegawai pengadilan lainnya yang telah mempunyai 
sertifikat mediator. Apabila dalam ketiadaan atau keterbatasan jumlah 
mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat 
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keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator 
(Pasal 13 ayat (2)).  
Dalam menjalankan fungsinya, tugas mediator diatur dalam 
Pasal 14, yaitu: 
a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para 
Pihak untuk saling memperkenalkan diri; 
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para 
Pihak; 
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan 
tidak mengambil keputusan; 
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; 
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan 
dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); 
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; 
g. mengisi formulir jadwal mediasi; 
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 
menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 
pembahasan berdasarkan skala proritas; 
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 
1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 
2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik 
bagi Para Pihak; dan 
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3. bekerja sama mencapai penyelesaian; 
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan 
Kesepakatan Perdamaian; 
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan 
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara; 
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik 
dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; 
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya 
Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 
dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses 
mediasi. 
a. Tahap Pra Mediasi 
Tahap pra mediasi merupaka tahap persiapan ke arah proses 
tahap mediasi. Sebelum pertemuan dan perundingan 
membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, 
terlebih dahulu dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang 
penyelesaian perkara melalui perdamaian.72 
Ketentuan mengenai tahap pra mediasi ini diatur dalam bab 
IV PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. 
Dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi Pada hari sidang yang telah 
ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara 
                                                                 
72 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 
hlm. 305. 
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mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para 
Pihak di panggil secara sah dan patut. 
Pada ayat (6) sampai (10) menjelaskan tentang kewajiban 
hakim pemeriksa perkara menjelaskan Prosedur Mediasi kepada 
Para Pihak tentang pengertian dan manfaat mediasi serta 
penandatanganan formulir mediasi. 
Pasal 18 menjelaskan tantang kewajiban kuasa hukum 
dalam penyampaian Hakim Pemeriksa Perkara tentang mediasi, 
mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses 
mediasi, membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, 
kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses 
mediasi, membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan 
kesepakatan perdamaian apabila mencapai kesepakatan, serta 
menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum. 
Apabila Para Pihak berhalangan hadir kuasa hukum dapat 
mewakili Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan 
menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa 
hukum untuk mengambil keputusan. 
Dalam pemilihan mediator diatur dalam Pasal 19 sampai 
dengan Pasal 20, Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih 
Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan, waktu 
pemilihan Mediator pada hari dimana sidang pertama dilakukan 
atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya. Setelah pemilihan 
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Mediator, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan 
penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan 
diberitahukan kepada Mediator yang terpilih melalui panitera 
pengganti. 
Kemudian Mediator bersama Para Pihak menentukan hari 
dan tanggal pertemuan mediasi, setelah penetapan penunjukan 
sebagai mediator. Pemanggilan Para Pihak Mediator atas kuasa 
Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan 
pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita 
pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi, tertuang dalam 
Pasal 21. 
Pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 yang menjelaskan 
tentang akibat hukum apabila pihak tidak beriktikad baik, apabila 
penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. 
Sedangkan apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik 
akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi sedangkan 
biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak 
yang kalah. 
b. Tahapan Proses Mediasi 
Dalam proses mediasi diatur dalam Pasal 24 sampai dengan 
Pasal 32, pada Pasal 24 menjelaskan bahwa Para Pihak harus 
menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator 
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paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediator. Proses mediasi 
berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan 
perintah melakukan Mediasi, apabila Para Pihak ingin 
memperpanjang waktu mediasi, maka Para Pihak mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya. 
Apabila mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan 
bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis 
dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para 
Pihak dan Mediator dan mengajukan kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. tetapi jika Para 
Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan 
dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat 
pencabutan gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 27. 
Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan 
kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari maka 
mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil 
mencapai kesepakatan perdamaian, setelah menerima 
pemberitahuan dari Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara segera 
menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tertuang 
dalam Pasal 32 ayat (1). 
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Mediator juga wajib menyatakan bahwa mediasi tidak 
dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara, seperti yang tertuang dalam Pasal 32 
ayat (2) dalam hal: melibatkan aset, harta kekayaan atau 
kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang : 
tidak diikutsertakan dalam surat gugatan, diikutsertakan sebagai 
pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari 
satu tetapi tidak hadir di persidangan, dan diikutsertakan sebagai 
pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari 
satu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pernah hadir dalam 
proses mediasi; melibatkan wewenang kementerian / lembaga / 
instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak beperkara, kecuali telah 
memperoleh persetujuan tertulis untuk mengambil keputusan 
dalam proses mediasi; dan para pihak dinyatakan tidak beriktikad 
baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf 
b, dan huruf c.  
Setelah menerima pemberiatahuan dari mediator, Hakim 
Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk 
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum 
acara yang berlaku. 
Untuk berusaha mengupayakan agar Para Pihak berdamai 
dan tidak bercerai, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim 
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Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan 
perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN DAN HAMBATAN 
DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA 
KARANGANYAR 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar 
1. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar73 
Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif 
menjalankan tugas dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar 
yang pertama pada tanggal  7 Maret 1964. 
Mengenai gedung perkantorannya tadinya berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur 
Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun kelurahan Tegalgede 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 
892 m2 dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 November 1980. 
Untuk gedungnya luas bangunan 600 m2, dibangun dengan DIP tahun 
1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984. 
Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai 
dengan Wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu : 
a. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur 
b. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen 
                                                                 
73 https://pa-karanganyar.go.id diakses 13 Agustus 2018, jam 20.00 WIB. 
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c. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali 
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 
Wonogiri 
Sedangkan tentang kepemimpinan Pengadilan Agama 
Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya adalah : 
a. Sebelum Tahun 1989 adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. 
b. Sesudahnya setelah tanggal 29 Desember 1989 berlaku 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
Sedangkan ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sejak 
berdiri hingga sekarang adalah : 
Tabel: 1 
No Nama Ketua Masa Jabatan/Tahun 
1 K. Abdul Choir 1964-1971 
2 K. Mursyidi 1971-1978 
3 Drs. Muzamil, SH 1978-1983 
4 K. Suharso Mulyosuharso 1983-1984 
5 Drs. H. Asjhuru (sejak tahun 1984-1988) 1984-1988 
6 H. Much. Chajjun, BA 1988-1995 
7 Drs. H. Moh. Bastoni, S.H 1995-1996 
8 Drs. H. Mawardi, SH 1996-2000 
9 Drs.Fajar Gunawan, SH 2000-2003 
10 Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum 2003-2006 
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11 H. Humam Iskandar, SH 
2006- November 
2009 
12 Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH 2009-2013 
13 Drs. H. UU Abd. Haris, SH,MH 2013- sekarang 
 
2. Keadaan Geografis74 
 Kabupaten karanganyar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah. Ibu kotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 KM sebelah timur 
kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di 
Utara, Kabupaten Ngawi dan Magetan di timur, Kabupaten Wonogiri di 
Selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta dan Kabupaten 
Sukoharjo di Barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah Kecamatan 
exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Kota 
Surakarta, yaitu kecamatan Colomadu. 
Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 162 
Desa 17 kecamatan dan 15 kelurahan, kecamatan-kecamatan di kab. 
Karanganyar yaitu : 
a. Kec. Jumantono 
b. Kec. Jumapolo 
c. Kec. Jatipuro 
d. Kec. Jatioso 
e. Kec. Tawangmangu 
                                                                 
74 https://pa-karanganyar.go.id diakses 13 Agustus 2018, jam 20.00 WIB. 
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f. Kec. Matesih 
g. Kec. Karangpandan 
h. Kec. Ngargoyoso 
i. Kec. Kerjo 
j. Kec. Jenawi 
k. Kec. Mojogedang 
l. Kec. Karanganyar 
m. Kec. Tasikmadu 
n. Kec. Jaten 
o. Kec. Kebakkramat 
p. Kec. Gondangrejo 
q. Kec. Colomadu 
Pengadilan agama karangayar beralamatkan di Jl. Lawu No.137, 
Bejen, Kec. Karanganyar, Jawa Tengah 57714. Telp. 0271-495071, email 
: pa-karanganyar.go.id 
Pengadilan Agama Karanganyar memiliki luas tanah 892 M2 
dengan nomor sertifikat 4415382 tanggal 4 november 1980, untuk 
gedungnya luas bangunan 600 M2, Di bangun dengan DIP tahun 
1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984. 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karanganyar75 
Visi : 
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. 
Yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan 
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai 
lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh 
hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan 
keluhuran moral dalam melaksankan tugas pokoknya memutus 
perkara . 
Misi : 
1) Meaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan 
untuk mendapatkan kepercayaan publik. 
2) Menyelesaikan masalah hukum para pencari keadilan dengan proses 
sederhana, cepat dan biyaya ringan serta memberikan putusan yang 
adil dan berkepastian hukum. 
3) Melaksanakan pelayanan tministrasi yustisial yang cepat, akurat dan 
tepat sesuai hukum. 
4) Membuka akses informasi tentang proses penanganan perkara secara 
layak dan moderen. 
5) Memanfaatkan anggaran yang bersumber dari DIPA (daftar isian 
pelaksanaan anggaran) dan dari sumber lain yang legal dengan 
penuh tanggung jawab. 
                                                                 
75 https://pa-karanganyar.go.id diakses 13 Agustus 2018, jam 20.00 WIB. 
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar76 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan Peradilan. Peradilan Agama Karanganyar 
mempunyai bagan struktur organisasi sebagai salah satu sarana yang 
digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Sebagai gambaran 
dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Karanganyar adalah sebagai 
berikut: 
Ketua : Drs. H. UU. Abdul Haris, MH 
Wakil Ketua : Drs. M. Danil, M.A. 
Hakim : 1. Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum 
 2. Drs. Mudara, MSI 
  3. Drs. Daldiri 
Panitera : Drs. H. Zamzami, MSI 
Panitera Muda Hukum : Suminah, S.H, M.H 
Panitera Muda Permohonan : Muh. Wahid Jatmiko, BA 
Panitera Muda Gugatan : Khoirul Anam, SH 
Sekretaris : Drs. Herman Kurniadi, S.H, M.Si 
Kasub Bag. Perencanaan IT dan Pelaporan : Suroso, SH, MM 
Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala : H. Moch. Munawar Kholil 
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan : Rizal Zaenal Abidin, S.H 
                                                                 
76 https://pa-karanganyar.go.id diakses 13 Agustus 2018, jam 20.00 WIB. 
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Kelompok Jabatan Fungsional : 
Panitera Pengganti : 1. Fitri Istiawan, S.H 
  2. Mursyidah, SHI 
Juru Sita : 1. Wagiyo, SH 
 2. Edy Margono 
 3. Martha Saputra Aru, S.Kom, M.M 
 4. Taufik Hidayat 
Juru Sita Pengganti : 1. Suharjo, SH 
  2. Sriyono 
  3. Nur Ichwan 
 
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Karanganyar77 
 Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, bahwa Peradilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat 
pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah 
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan 
shadaqah serta ekonomi syari’ah. 
                                                                 
77 https://pa-karanganyar.go.id diakses 13 Agustus 2018, jam 20.00 WIB. 
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Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Karanganyar 
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 
1. Fungsi mengadili (judicial power) 
Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawiunan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 
syari’ah.)78 
2. Fungsi pembinaan 
Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 
pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1),(2),(4), dan (5)) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006, bahwa: 
Pasal 53 ayat (1) menjelaskan Ketua Pengadilan melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim; ayat (2) menjelaskan 
Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana 
                                                                 
78 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
67 
 
 
dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di 
daerah hukumnya. 
Ayat (4) menjelaskan dalam melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan 
dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang 
perlu. 
Ayat (5) menjelaskan bahwa pengawasan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh 
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara.79 
3. Fungsi Pengawasan 
Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: 
Pasal 53 ayat (1),(2),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009) dan terhadap pelaksanaan admisnistrasi umum kesekretariatan 
serta pembangunan.  
                                                                 
79 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
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Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, menjelaskan bahwa 
fungsi pengawasan meliputi:80 
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan 
tugasnya dengan sebaik-baiknya. 
c. Menjamin terwujudnya pelayan publik yang baik bagi para 
pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu 
penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berkara yang murah. 
4. Fungsi nasehat 
Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 
diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009). 
5. Fungsi administratif 
Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
 
                                                                 
80 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 
Lembaga Peradilan. 
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Fungsi lainnya antara lain sebagai berikut : 
a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 
rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen 
Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi 
Masyarakat (ormas) Islam, dan lain-lain (vide Pasal 52 A 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 
b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 
Pelayanan informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di 
Pengadilan. 
6. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu 
oleh Mediator. Sedangkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang 
diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang 
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telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat Mediasi.81 Dalam 
melaksanakan mediasi Para Mediator menjalankan tugas-tugasnya secara 
profesional berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 
Pada saat sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh 
Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kepada Para Pihak 
untuk melakukan mediasi dibantu oleh Mediator di ruang mediasi. Dalam 
sidang pertama tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan 
penjelasan tentang pengertian dan manfaat mediasi, penandatanganan 
formulir penjelasan mediasi, pemilihan mediasi, dan penjadwalan waktu 
untuk mediasi.82 Berikut daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama 
Karanganyar:83 
1. Drs. M. Danil, MA 
2. Hadi Suyoto, S. Ag, M.Hum 
3. Drs. Mudara, MSI 
4. Drs. Daldiri 
Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
sudah berusaha menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapaun 
teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar adalah 
sebagai berikut: Setelah Para Pihak diberitahu oleh Hakim Pemeriksa 
Perkara siapa Mediator yang akan membantu mediasi, Ketua Majelis 
                                                                 
81 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan 
82 Hasil wawancara dengan Drs. M. Danil, MA, Hakim Mediator Pengadilan Agama 
Karanganyar, tanggal 31 Januari 2018. 
83 Daftar Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2016-2017. 
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Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah 
untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator. Kemudian Hakim 
Pemeriksa Perkara memberikan penetapan kepada Mediator melalui 
Panitera Pengganti. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa 
Perkara menunda sidang sampai proses mediasi berhasil. 
Hakim Mediator yang telah mengetahui dirinya ditunjuk sebagai 
Mediator oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Para Pihak langsung 
masuk ke ruang mediasi ketika Mediator sudah datang di ruang mediasi. 
Dan saat itu juga, Mediator dan Para Pihak langsung melaksanakan 
mediasi di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama 
Karanganyar.84 
Pada pertemuan mediasi yang pertama, Mediator memperkenalkan 
diri kepada Para Pihak dan menjelaskan tugasnya kepada Para Pihak 
bahwa Mediator hanya membantu Para Pihak untuk mencari kesepakatan 
penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi Para Pihak (win-win 
solution) serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian 
Mediator memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 
menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar Mediator 
mengetahui permasalahan yang membuat mereka sampai ingin 
bercerai.85 
                                                                 
84 Observasi teknis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 
16 Juli 2018. 
85 Hasil wawancara dengan Drs. Mudara, MSI, Hakim Mediator Pengadilan Agama 
Karanganyar, tanggal 5 Juli 2018. 
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Selama proses mediasi berlangsung, apabila terdapat perbedaan 
cerita atau pendapat yang berujung pada pertikaian, maka Mediator 
melakukan kaukus, satu pihak keluar ruangan dan pihak yang lainnya 
menceritakan permasalahan begitupun sebaliknya. Setelah itu Mediator 
merumuskan dan membantu untuk mencari titik terang dalam 
permasalahan tersebut agar dapat mencapai sebuah perdamaian diantara 
mereka, untuk selanjutnya keputusan tetap ditangan Para Pihak.86 
Dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Karanganyar dilaksanakan tergantung kebutuhan, kebanyakan dalam 
suatu perkara itu hanya berlangsung satu kali mediasi saja, sedikit sekali 
yang meminta untuk dilakukan mediasi untuk beberapa kali, karena 
orang datang ke Pengadilan Agama pada prinsipnya sudah selesai rumah 
tangganya, akan tetapi mediasi bisa diperpanjang apabila para pihak 
meminta dimediasi lagi dengan kemauan para pihak sendiri.87 
Waktu mediasi di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya, 
waktu mediasi di Pengadilan hanya beberapa pertemuan dan dalam 
perkara perceraian kebanyakan hanya 1 (satu) kali pertemuan saja. 
Karena Mediator tidak berkehendak untuk memaksa Para Pihak untuk 
menempuh perdamaian, apabila Para Pihak tetap tidak ingin untuk 
berdamai, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian. 
                                                                 
86 Hasil wawancara dengan Drs. M. Danil, MA, Hakim Mediator Pengadilan Agama 
Karanganyar, tanggal 31 Januari 2018. 
87 Hasil wawancara dengan Drs. Mudara, MSI, Hakim Mediator Pengadilan Agama 
Karanganyar, tanggal 5 Juli 2018. 
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Apabila Mediasi berhasil mencapai perdamaian, maka Mediator 
melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. 
Apabila Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian 
dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib 
memuat pencabutan gugatan dan Para Pihak mencabut gugatannya. Dan 
apabila Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan 
maka Mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat 
dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara 
secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, 
selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan 
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum 
acara yang berlaku. 
Berikut adalah laporan perkara yang masuk di Pengadilan Agama 
Karanganyar dari Tahun 2016-2018. 
Laporan Perkara Perceraian yang diterima sampai diputus di 
Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2016-201888 
No Bulan-Tahun Jenis Perkara 
Jumlah 
Perkara 
Masuk 
Jumlah 
Perkara 
diputus 
1 Maret-2016 Cerai Talak 53 56 
                                                                 
88 Laporan Perkara Pengadilan Agama Karanganyar tentang perkara yang masuk dan 
diputus Tahun 2016 Bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2018, diperoleh pada saat riset 
tanggal 26 September 2018. 
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Cerai Gugat 83 106 
2 April-2016 
Cerai Talak 50 51 
Cerai Gugat 93 98 
3 Mei-2016 
Cerai Talak 43 41 
Cerai Gugat 87 69 
4 Juni-2016 
Cerai Talak 29 47 
Cerai Gugat 57 100 
5 Juli-2016 
Cerai Talak 43 32 
Cerai Gugat 88 51 
6 Agustus-2016 
Cerai Talak 63 43 
Cerai Gugat 125 84 
7 September-2016 
Cerai Talak 40 37 
Cerai Gugat 112 87 
8 Oktober-2016 
Cerai Talak 53 59 
Cerai Gugat 92 116 
9 November-2016 
Cerai Talak 42 35 
Cerai Gugat 85 83 
10 Desember-2016 
Cerai Talak 39 33 
Cerai Gugat 65 89 
Jumlah 1.342 1.317 
11 Januari-2017 
Cerai Talak 43 46 
Cerai Gugat 110 105 
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12 Februari-2017 
Cerai Talak 35 39 
Cerai Gugat 84 85 
13 Maret-2017 
Cerai Talak 32 36 
Cerai Gugat 93 80 
14 April-2017 
Cerai Talak 35 32 
Cerai Gugat 80 79 
15 Mei-2017 
Cerai Talak 44 39 
Cerai Gugat 70 89 
16 Juni-2017 
Cerai Talak 21 17 
Cerai Gugat 36 60 
17 Juli-2017 
Cerai Talak 58 33 
Cerai Gugat 142 77 
18 Agustus-2017 
Cerai Talak 57 38 
Cerai Gugat 126 90 
19 September-2017 
Cerai Talak 36 53 
Cerai Gugat 95 89 
20 Oktober-2017 
Cerai Talak 50 25 
Cerai Gugat 93 68 
21 November-2017 
Cerai Talak 38 46 
Cerai Gugat 103 110 
22 Desember-2017 
Cerai Talak 30 30 
Cerai Gugat 79 85 
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Jumlah 1.590 1.451 
23 Januari-2018 
Cerai Talak 54 53 
Cerai Gugat 135 121 
24 Fabruari-2018 
Cerai Talak 32 43 
Cerai Gugat 96 106 
25 Maret-2018 
Cerai Talak 47 34 
Cerai Gugat 100 103 
26 April-2018 
Cerai Talak 37 37 
Cerai Gugat 104 95 
27 Mei-2018 
Cerai Talak 34 35 
Cerai Gugat 73 102 
28 Juni-2018 
Cerai Talak 18 22 
Cerai Gugat 48 72 
29 Juli-2018 
Cerai Talak 62 29 
Cerai Gugat 137 83 
Jumlah 977 935 
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Laporan Hasil Mediasi 
Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2016-201889 
No Bulan-Tahun 
Tidak 
Berhasil 
Berhasil 
Mediasi tidak 
dapat dilaksanakan 
1 Maret-2016 41 0 0 
2 April-2016 21 0 0 
3 Mei-2016 34 0 0 
4 Juni-2016 30 0 0 
5 Juli-2016 15 0 0 
6 Agustus-2016 27 0 0 
7 September-2016 36 0 0 
8 Oktober-2016 31 0 0 
9 November-2016 38 0 0 
10 Desember-2016 16 0 0 
Jumlah 289 0 0 
11 Januari-2017 28 0 0 
12 Februari-2017 25 0 0 
13 Maret-2018 23 0 0 
14 April-2017 26 0 0 
15 Mei-2017 26 0 0 
16 Juni-2017 30 0 0 
                                                                 
89 Laporan Perkara Pengadilan Agama Karanganyar tentang laporan hasil mediasi dari 
Tahun 2016 Bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2018, diperoleh pada saat riset tanggal 26 
September 2018. 
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17 Juli-2017 18 0 0 
18 Agustus-2017 34 0 0 
19 September-2017 26 0 0 
20 Oktober-2017 24 0 0 
21 November-2017 31 0 0 
22 Desember-2017 19 0 0 
Jumlah 310 0 0 
23 Januari-2018 37 0 0 
24 Februari-2018 22 0 0 
25 Maret-2018 18 0 0 
26 April-2018 24 0 0 
27 Mei-2018 26 0 0 
28 Juni-2018 12 0 0 
29 Juli-2018 29 0 0 
Jumlah 168 0 0 
 
Praktek mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah berusaha 
dilaksanakan sesuai aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan 
tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya perkara perceraian sejauh 
ini belum ada perkara yang berhasil di mediasi.  
Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Karanganyar 
Bulan Maret Tahun 2016 sampai bulan Juli Tahun 2018 sebanyak 3909 
dan diputus 3703. Dari jumlah 3703 perkara yang diputus, yang telah 
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melewati tahap mediasi terdapat 767 perkara. Akan tetapi dari semua 
perkara tersebut tidak ada perkara yang mencapai kesepakatan 
perdamaian.  
Misalnya pada perkara nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Kra yang 
dimediatori oleh M.Danil,MA., hasil wawancara antara Pemohon  A dan 
Termohon A, bahwa Pemohon memahami tentang mediasi yang 
dijelaskan mediator, tujuan mediasi, dan memahami nasehat-nasehat 
Mediator, akan tetapi tetap ingin melanjutkan proses perceraian. 
Sedangkan Termohon memahami tentang mediasi yang dijelaskan 
mediator, tujuan mediasi, akan tetapi kurang dalam memahami nasehat-
nasehat dari mediator sehingga Termohon tidak keberatan untuk 
melanjutkan proses perceraian.90 
Pada perkara nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Kra yang dimediatori 
oleh Dr.Drs.Mudara,MSI., hasil wawancara antara Pemohon B dan 
Termohon B, bahwa Pemohon memahami tentang mediasi yang 
dijelaskan mediator, tujuan mediasi, dan sedikit memahami nasehat-
nasehat Mediator, dan tetap ingin melanjutkan proses perceraian. 
Sedangkan Termohon memahami tentang mediasi yang dijelaskan 
mediator, tujuan mediasi, akan tetapi kurang dalam memahami nasehat-
                                                                 
90 Hasil wawancara dengan Pemohon A dan Termohon A, para pihak yang dimediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 5 Maret 2018 
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nasehat dari mediator sehingga Termohon tidak keberatan untuk 
melanjutkan proses perceraian.91  
Pada perkara nomor 0490/Pdt.G/2018/PA.Kra yang dimediatori 
oleh Drs.H.Daldiri,SH., hasil wawancara antara Penggugat C dan 
Tergugat C, bahwa Penggugat cukup memahami tentang mediasi yang 
dijelaskan mediator, tujuan mediasi, dan cukup memahami nasehat-
nasehat Mediator, dan tetap ingin melanjutkan proses perceraian. 
Sedangkan Tergugat cukup memahami tentang mediasi yang dijelaskan 
mediator, tujuan mediasi, akan tetapi kurang dalam memahami nasehat-
nasehat dari mediator sehingga Tergugat tidak keberatan untuk 
melanjutkan proses perceraian.92  
Pada perkara nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Kra yang dimediatori 
oleh Dr.Drs.Mudara,MSI., hasil wawancara antara Penggugat D dan 
Tergugat D, bahwa Penggugat cukup memahami tentang mediasi yang 
dijelaskan mediator, tujuan mediasi, dan kurang memahami nasehat-
nasehat Mediator, dan tetap ingin melanjutkan proses perceraian. 
Sedangkan Tergugat cukup memahami tentang mediasi yang dijelaskan 
mediator, tujuan mediasi, akan tetapi kurang dalam memahami nasehat-
                                                                 
91 Hasil wawancara dengan Pemohon B dan Termohon B, para pihak yang dimediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 5 April 2018 
92 Hasil wawancara dengan Penggugat C dan Tergugat C, para pihak yang dimediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 16 Mei 2018 
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nasehat dari mediator sehingga Tergugat tidak keberatan untuk 
melanjutkan proses perceraian.93  
Hasil observasi yang dilakukan Penulis dana mengikuti jalannya 
mediasi, bahwa pada pertemuan mediasi yang pertama, Mediator 
memperkenalkan diri kepada Para Pihak dan menjelaskan tugasnya 
kepada Para Pihak bahwa Mediator hanya membantu Para Pihak untuk 
mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi 
Para Pihak (win-win solution) serta menjelaskan maksud dan tujuan 
mediasi. Kemudian Mediator memberikan kesempatan kepada Para 
Pihak untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar 
Mediator mengetahui permasalahan yang membuat mereka sampai ingin 
bercerai dan penyelesaiannya dihari pertemuan yang pertama langsung, 
tanpa menjadwalkan pertemuan mediasi dengan para pihak, dan terdapat 
mediator yang langsung menanyakan kemauan para pihak tanpa memberi 
nasehat yang lebih terperinci, sehingga langsung menjelaskan soal nafkah 
masa iddah, mut’ah, dan nafkah anak.94 
Ketidakberhasilan mediasi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor 
tertentu, diantaranya adalah faktor masalah yang dihadapi oleh para 
pihak sudah rumit, adanya orang ketiga, para pihak tidak terlalu 
bersemangat untuk melaksanakan mediasi karena sudah bertekad ingin 
bercerai, dan bisa saja karena mediator kurang matang untuk mencari 
                                                                 
93 Hasil wawancara dengan Penggugat D dan Tergugat D, para pihak yang dimediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 21 Mei 2018 
94 Observasi teknis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 
16 Juli 2018. 
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formula perdamaian diantara para pihak, bahkan hanya menganggap 
mediasi hanya sebagai formalitas kewajiban hukum acara saja. 
7. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Proses Mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar 
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar, 
hakim mediator sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi 
dari banyaknya kasus perkara perceraian yang diputus, tidak ada yang 
dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan belum ada perkara yang 
mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini disebabkan karena begitu 
rumitnya masalah yang dihadapi oleh para pihak dan juga karena faktor-
faktor tertentu. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Drs. 
M. Danil, M.A. pada tanggal 31 Januari 2018 yang menjadi hambatan 
dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar adalah: 
1) Para Pihak sama-sama dalam keadaan emosi/panas. 
Apabila Para Pihak dalam proses mediasi masih dengan 
keadaan emosi/panas, hal tersebut membuat suasana mediasi 
kondusif dan tidak nyaman. Maka dari itu mediator berusaha untuk 
memberikan pemahaman-pemahaman kepada Para Pihak dengan 
baik dengan pendekatan dengan hati nurani dan memberikan 
pencerahan mengenai persoalan agama agar para pihak sadar dan 
memahami arti perdamaian. jika sudah benar-benar tidak kondusif 
maka hakim mediator melakukan kaukus, guna memberi kesempatan 
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pada masing-masing para pihak untuk menceritakan duduk persoalan 
yang mereka hadapi. 
2) Adanya pihak ketiga 
Adanya pihak ketiga membuat perdamaian sulit untuk dicapai. 
Karena masalah hati dan cinta sesorang tidak dapat dipaksakan. 
Namun apabila pihak ketiga tersebut itu adalah keluarga yang ingin 
mereka bercerai, maka hakim mediator berusaha untuk mambantu 
mencarikan solusi yang terbaik, kalau perlu pihak keluarga yang 
bersangkutan dengan permasalahan tersebut dipanggil juga untuk 
sama-sama di mediasi. 
Sedangkan dari hasil wawancara kepada hakim Drs. Mudara, MSI 
pada tanggal 5 Juli 2018, yang menjadi hambatan dalam proses mediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar adalah: 
1) Para Pihak tidak seimbang 
Dengan ketidakseimbangan/perbedaan pemikiran antara para 
pihak, menyebabkan sulit untuk mencari titik temu 
permasalahannya, para pihak tetap dalam pendapatnya masing-
masing dan salah satu antara para pihak ingin menang sendiri. Oleh 
karena itu, hakim mediator berusaha untuk menengahi dan memberi 
penjelasan pada para pihak, agar para pihak berpikir sejalan dan 
berusaha menemukan solusi yang terbaik untuk para pihak sendiri. 
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2) Para Pihak kurang aktif dalam mediasi 
Pada pelaksanaan mediasi para pihak dinilai kurang aktif untuk 
mencari solusi kesepakatan perdamaian, karena para pihak 
mengikuti proses mediasi hanya untuk sebatas formalitas. Maka 
mediator selalu mengajak bicara agar para pihak mau untuk 
mengutarakan pendapatnya dan mencari solusi untuk kesepakatan 
bersama. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Kesesuaian antara Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Pelaksanaan Mediasi 
di Pengadilan Agama Karanganyar. 
Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara damai yang 
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak 
untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.95 
Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang 
agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen 
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus 
implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 
berbiaya ringan.96 
Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara 
diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu harus di upayakan 
perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, 
mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara 
melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tidak menempuh 
prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan 
                                                                 
95 Lihat, Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
96 Ibid, konsideran huruf b. 
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batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusan 
perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah 
diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama 
mediator untuk perkara yang bersangkutan. 
Mediasi merupakan salah satu proses yang lebih cepat dan murah, 
selain itu juga memberikan akses bagi para pihak yang berperkara untuk 
memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak 
yang berperkara. Proses mediasi dalam sistem peradilan dapat memperkuat 
dan mengoptimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam membantu para 
pihak dalam menyelesaikan perkaranya.97 Oleh karena itu Mahkamah 
Agung pada tanggal 3 Februari 2016 menerbitkan Perma No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna Perma 
sebelumnya, dengan harapan perkara yang masuk bisa terselesaikan 
melalui mediasi. 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah diterapkan di Pengadilan Agama 
Karanganyar. Dalam tahap pramediasi  pada saat sidang pertama, hakim 
pemeriksa perkara memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan 
proses mediasi terlebih dahulu, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib 
mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi, apabila tidak 
                                                                 
97 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya 
di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 106. 
87 
 
 
melakukan mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 
HIR dan/atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa perkara 
memberikan penjelasan tentang pengertian dan manfaat mediasi, 
penandatanganan formulir penjelasan mediasi, penjadwalan waktu mediasi 
serta pemilihan mediator. Setelah para pihak sepakat untuk memilih hakim 
mediator yang sudah ada dalam daftar mediator pada hari tersebut, 
selanjutnya hakim pemeriksa perkara membuat penetapan hakim mediator 
yang dipilih para pihak dengan dibantu panitera pengganti. Kemudian 
mediator yang telah mengetahui penunjukan penetapan sebagai mediator 
langsung menuju ruang mediasi dimana para pihak sudah menunggu 
diruang tunggu dan dipanggil untuk menghadap mediator. Dalam 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dilaksanakan 
diruang mediasi yang tertutup. 
Secara teknis, seharusnya para pihak berhak memilih seorang 
mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan, akan tetapi 
karena jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Karanganyar hanya 4 
orang dan hal itu dirasa kurang maka yang sedang tidak bertugas sidanglah 
yang menjadi mediator, sehingga tidak ada kesempatan para pihak untuk 
memilih mediator. Hal ini kurang sesuai dengan Pasal 19 yang berbunyi: 
“Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang 
tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.” 
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Setelah mediator menerima penetapan penunjukan sebagai 
mediator seharusnya terlebih dahulu mediator membuat penjadwalan 
pertemuan diantara para pihak, supaya mediator dapat mencari formulasi 
damai bagi para pihak. Akan tetapi dalam penerapannya di Pengadilan 
Agama Karanganyar, mediator tersebut melaksanakan proses mediasi 
secara langsung. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 21 yang berbunyi: 
(1) “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, 
setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.” 
(2) “Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator 
atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera 
melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita 
atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.” 
Manfaat proses mediasi yang diawali dengan menyelenggarakan 
forum dengan mempertemukan para pihak yang berperkara diawali dengan 
menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta mediator, 
agar mediator dapat mendalami permasalahan sebelum suatu mediasi 
dimulai.98 
Pada saat proses mediasi yang pertama, mediator memperkenalkan 
diri kepada para pihak dan menjelaskan tugasnya sebagai mediator yang 
hanya membantu para pihak untuk mencari titik temu dari permasalahan 
yang mereka hadapi dan mencari kesepakatan yang terbaik untuk 
penyelesaian permasalahan para pihak agar sama-sama menguntungkan 
                                                                 
98 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.99. 
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dan tidak saling dirugikan, serta memberi kesempatan kepada para pihak 
untuk menceritakan masalah yang menyebabkan masalah tersebut sampai 
dibawa ke Pengadilan Agama untuk bercerai. 
Dalam membantu para pihak untuk mencari solusi penyelesaian 
yang terbaik pada saat mediasi, ada beberapa mediator yang kurang 
memberikan nasehat-nasehat kepada para pihaknya sekaligus kurang 
memberikan formulasi-formulasi penyelesaian perkara. Misalnya pada 
waktu proses mediasi, setelah perkenalan dan penjelasan mediasi, mediator 
memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 
permasalahannya tanpa mendorong para pihak untuk mencari lebih dalam 
berbagai pilihan penyelesaian permasalahannya, sehingga langsung 
menanyai kemauan para pihak lalu melanjutkan dengan kesepakatan 
terkait nafkah iddah, nafkah anak, dan nafkah terutang.. Hal ini kurang 
sesuai dengan Pasal 14 huruf j, yaitu: 
“Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para 
Pihak, dan 
Bekerja sama mencapai penyelesaian.”  
Seharusnya mediator memaksimalkan perannya seperti yang 
dikemukakan oleh Takdir Rahmadi, antara lain adalah:99 
a.   Mediator mendorong para pihak bersikap aktif dengan 
mendorong para pihak untuk membuat formulasi penyelesaian 
                                                                 
99 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , 
Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 91. 
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sendiri, selain itu mediator juga dapat memberikan pilihan-pilihan 
penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa.  
b.   Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa, karena 
dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada 
jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa 
sesuai dengan posisi keseimbangan para pihak. dengan 
memahamu posisi keseimbangan maka kebutuhan riil, prioritas 
substansi juga hal-hal yang boleh dilewatkan (tidak menjadi 
prioritas) bisa difahami oleh mediator. 
c.   Membangun citra mediator dalam pandangan disputants agar para 
pihak yang bersengketa (disputants) mempunyai kepercayaan 
terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran yang 
diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi 
yang imparsial (tidak memihak).  
Mengenai jangka waktu proses mediasi, menurut Pasal 24 ayat (2) 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah 
melakukan mediasi. Akan tetapi dalam prakteknya, perkara yang dimediasi 
khususnya perkara perceraian kebanyakan hanya 1 kali pertemuan sudah 
selesai, jarang sekali yang melakukan beberapa kali pertemuan. Hal ini 
disebabkan karena para pihak sudah bulat tekadnya untuk tetap bercerai. 
Selama diberlakukannya peraturan ini, belum ada mediasi yang 
berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Menurut pendapat penulis, 
kesesuaian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
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dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagian sudah sesuai 
meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.  
 
B. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Proses 
Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar. 
Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang 
mengatur tentang proses mediasi di Pengadilan bertujuan untuk 
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, 
memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas, dan mengurangi penumpukan perkara serta 
menjadi solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya 
dengan jalan damai. Tanpa harus melalui jalur litigasi yang membutuhakan 
waktu yang lama dan biaya mahal. 
Dengan penerapan mediasi di pengadilan diharapkan para pihak 
yang bersengketa dapat menghasilkan kesepakatan yang sama-sama 
menguntungkan (win-win solution), salah satu pihak tidak merasa kalah 
dan dapat menerima hasil kesepakatan secara ikhlas. Akan tetapi proses 
mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar belum ada yang berhasil 
mencapai kesepakatan perdamaian. 
Faktor yang menjadi penghambat mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari hasil wawancara yang 
dilakukan penulis kepada hakim Drs. M. Danil, M.A. pada tanggal 31 
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Januari 2018 yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan 
Agama Karanganyar adalah: 
1) Para Pihak sama-sama dalam keadaan emosi/panas. 
2) Adanya pihak ketiga 
Sedangkan dari hasil wawancara kepada hakim Drs. Mudara, MSI 
pada tanggal 5 Juli 2018, yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar adalah: 
3) Para Pihak tidak seimbang 
4) Para Pihak kurang aktif dalam mediasi 
Menurut penulis meskipun proses mediasi di Pengadilan Agama 
Karanganyar belum ada yang berhasil, akan tetapi setiap perkara 
perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar sudah 
diupayakan melalui proses mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016. Akan tetapi dalam pelaksanaan 
mediasi terdapat beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut : 
Mediator dalam memberikan nasehat-nasehat kepada Para Pihak 
dirasa kurang memahami sifat dan watak Para Pihaknya sendiri. Hal 
tersebut memicu ketidakpahaman Para Pihak terhadap nasehat-nasehat 
mediator. Dalam tahap ini kemampuan mediator untuk memahami sifat, 
watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin 
para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah mereka masing-
masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Hal 
tersebut tidak terlepas dari rasa percaya kepada mediator. Setelah para 
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pihak leluasa bercerita, maka segera setelah mediasai dibuka, mediator 
bisa melaksanakan kaukus. Setelah dilakukan kaukus dengan masing-
masing para pihak, maka mediator sudah bisa memetakan pokok masalah 
dan strategi penyelesaian.100 
Keterbatasan hakim mediator di Pengadilan Agama Karanganyar 
menyebabkan salah satu indikasi kurangnya keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar, dengan semakin banyaknya jumlah 
perkara perceraian maka Pengadilan Agama harusnya menambah jumlah 
mediator, karena pada perubahan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pada 
Pasal 1 ayat (13) yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang 
diperbolehkan menjadi mediator selain hakim mediator, yaitu : Panitera, 
sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, 
dan pegawai lainnya. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan 
mengikutsertakan mereka pada pelatihan mediator agar mempunyai skill 
yang bagus, sehingga dapat lulus dan mempunyai sertifikat mediator. Hal 
ini dapat meminimalisir kekuarangan mediator di Pengadilan Agama 
Karanganyar. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa para 
pihak, ditemukan bahwa para pihak memang kurang aktif dalam proses 
mediasi karena tetap bersikeras untuk melanjutkan ke proses perceraian, 
disamping itu penjelasan dan nasehat-nasehat mediator sulit untuk 
dipahami karena para pihak masih dalam keadaan emosi sehingga 
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Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143. 
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terjadilah kesalahpahaman antara para pihak, antara pihak satu dan pihak 
lainnya sulit untuk menemukan titik temu dari permasalahannya, sehingga 
mengakibatkan keinginan segera mengakhiri hubungannya. Akan tetapi 
ada juga para pihak yang memahami tentang mediasi, tetapi tetap belum 
menemukan formulasi penyelesaian yang baik, sehingga merelakan untuk 
mengabulkan gugatan pemohon atau penggugat dan harus tetap 
melanjutkan dalam proses perceraian. 
Pada dasarnya, dalam setiap perkara yang menjadi pihak adalah 
orang-orang yang sedang ber perkara itu sendiri. Jadi sehebat apapun 
kuasa hukum atau mediator, apabila para pihak itu sendiri tidak 
mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaiakan perkara melalui 
perdamaian, maka perdamaian tidak akan tercapai dan sulit untuk 
menemukan peyelesaiaan masalahnya.101 Oleh karena itu, mediator harus 
menampilkan peran kuatnya ketika dalam proses mediasi. Dengan 
menyusun strategi-strategi yang matang agar terciptanya berbagai 
kemungkinan penyelesaiaan  dari permasalahan yang para pihak hadapi. 
Hakim yang bersertifikat juga tidak menjamin keberhasilan 
mediasi. Meskipun hakim mediator sudah melewati tahap pelatihan 
mediator dan lulus mendapat sertifikat mediator, tetapi jika tidak 
mempunyai keterampilan dan pengalaman yang bagus dalam hal mediasi, 
maka mediasi yang dijalankan akan sulit untuk mencapai kesepakatan 
perdamaian. 
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Menurut Syahrizal Abbas, seorang mediator dalam menjalankan 
mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan 
mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, 
keterangan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan 
keterampilan menrumuskan kesepakatan.102 
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah ada 
yang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, seperti pelaksanaan 
pedoman mediasi, jenis perkara yang wajib untuk menempuh mediasi, 
sifat mediasi yang tertutup, pembebanan biaya mediasi karena akibat 
hukum pihak tidak beriktikad baik, tempat penyelenggaraan mediasi, 
hakim mediator semua sudah bersertifikat, perilaku mediator. Dan ada 
yang kurang sesuai dengan Perma, seperti: ketidakhadiran Para Pihak 
dalam mediasi, ada para pihak yang tidak beriktikad baik, pelaksanaan 
tugas mediator kurang maksimal, pemilihan mediator, dan penjadwalan 
mediasi. 
Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 
sebagai penyempurna dari Perma-Perma terdahulu memiliki sebuah tujuan 
yaitu sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah 
penyelesaian sengketa serta untuk mengurangi penumpukan perkara, 
memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan, serta 
pengoptimalisasi mediasi di pengadilan. Akan tetapi, pada praktiknya 
pembuatan aturan yang sedemikian bagus, penyelesaian permasalahan 
                                                                 
102 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91. 
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perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar tidak ada yang 
berhasil di mediasi. 
Masih minimnya kesadaran masyarakat akan keberhasilan mediasi 
maka pihak Pengadilan Agama Karanganyar perlu adanya sosialisasi 
secara berkelanjutan tentang PERMA No. 1 Tahun 2016 ini kepada para 
pihak yang bersengketa, bahwa penyeesaian sengketa dapat dilakukan 
dengan mediasi, yang membutuhkan waktu tidak lama dan biaya murah. 
Hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian lebih menguntungkan 
para pihak karena masing-masing pihak tidak ada yang merasa menang 
dan kalah, hasil kesepakatan dapat diterima masing-masing pihak dan 
permasalahannya dapat terselesaikan tanpa menyisakan rasa dendam dan 
amarah. Sedangkan untuk akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, seperti halnya putusan hakim. Sehingga harapan dari 
adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat terwujud. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah 
berusaha mengupayakan perdamaian. Penerapan proses mediasi dalam 
perkara perceraian sebagian sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 
2016 meskipun ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam 
prakteknya di Pengadilan ditemukan ketidaksesuaian antara PERMA 
No. 1 Tahun 2016 dengan praktek di pengadilan. Seperti, tidak adanya 
penjadwalan khusus untuk mediasi, beberapa hakim kurang 
memaksimalkan tugasnya sebagai mediator, dan beberapa para pihak 
tidak beriktikad baik. Selama peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Karanganyar, belum ada mediasi 
yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karena banyak para 
pihak yang bersikeras untuk tetap bercerai.  
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di 
Pengadilan Agama Karanganyar dipengaruhi beberapa faktor, antara 
lain: keterbatasan hakim mediator, mediator kurang memahami sifat 
dan watak para pihak, dan terjadinya kesalahpahaman antara para 
pihak sehingga tidak bisa bersama-sama dalam mencapai satu tujuan 
untuk berdamai.  
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B. Saran  
1. Bagi Hakim mediator di Pengadilan Agama Karanganyar untuk 
kedepannya harus selalu mengevaluasi pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan agar dapat menambah ketrampilan dalam mendorong para 
pihak untuk aktif dalam mencari kesepakatan perdamaian, sekaligus 
memaksimalkan fungsinya sebagai mediator serta mempunyai 
keinginan yang kuat untuk mendamaikan para pihak. 
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi dapat 
dijadikan motivasi hakim mediator untuk memperbaiki proses mediasi 
kearah yang lebih baik agar mencapai hasil yang memuaskan. 
3. Bagi pegawai pengadilan alangkah baiknya jika mengikuti pelatihan 
mediator. 
4. Bagi pemerintah, untuk memberikan dana agar Pengadilan Agama 
Karanganyar dapat mensosialisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada masyarakat, agar 
masyarakat dapat memahami manfaat mediasi dan tidak bertekad 
untuk mencari jalan keluar dengan cara bercerai. 
5. Bagi Mahkamah Agung sebaiknya segera mengisi kekurangan hakim 
ataupun pegawai pengadilan dimana Pengadilan Agama Karanganyar 
keterbatasan hakim. 
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